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Abstrak 
Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan 
ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya 
saing. Salah satu daerah yang mengalami peningkatan investasi dari tahun per tahun adalah di 
kawasan Sukoharjo. Total akumulasi investasi yang sudah masuk sampai saat ini, tercatat 
mencapai puluhan triliun.  Investasi terbesar masih berada pada sektor industri, kemudian 
perdagangan, dan jasa.  Berdasarkan tingginya nilai investasi atau penanaman modal baik 
asing maupun dalam negeri yang cukup tinggi di Sukoharjo, maka hal ini merupakan sarana 
dalam menunjang perekonomian yang baik di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu harus ada 
koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) 
Sukoharjo, BKPM, dan juga Pemerintah Daerah.  Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada 
sinergi regulasi dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo dalam 
menciptakan kepastian hukum berinvestasi di Sukoharjo. Maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
dalam mengatur penanaman modal di Sukoharjo? 2. Bagaimana tata cara penanaman modal 
oleh investor dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo? Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan empiris dengan mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo. Hasil penelitian dan pembahasan 
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan PTSP, Bupati Sukoharjo memberikan 
pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di 
bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang 
membidanginya. Dengan adanya Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal bahwa dalam penanaman modal di Sukoharjo tercatat realisasi investasi 
total dari PMDN selama 3 tahun terakhir sudah mencapai Rp 7 triliun dan non fasilitas Rp 26 
triliun terhitung sejak tahun 2016 hingga sekarang, dengan jumlah investor yang telah 
mendaftar sebanyak 5.174 investor, dimana pada tahun 2016 Sukoharjo masih menduduki 
peringkat ke-2 untuk investasi.  Pelaksanaan UU Penanaman Modal di Sukoharjo dapat 
dilihat dari 2 perusahaan berikut: (1) PT. Rahmat Islam Sejahtera. PT Rahmat Islam Sejahtera 
dalam hal ini merupakan termasuk dalam perusahaan yang melakukan PMDN (Penanaman 
Modal Dalam Negeri) dan juga CV Tiga Jaya Mandiri. 
 
Kata Kunci: Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Sukoharjo, investasi, Kabupaten Sukoharjo 
 
 Abstract  
Investment must be a part of the implementation of the national economy and be placed as an 
effort to increase national economic growth and promote sustainable economic development 
in a competitive economic system. One area that has increased investment from year to year 
is in the Sukoharjo area. The total accumulated investment that has been entered to date has 
reached tens of trillions. The biggest investment is still in the industrial sector, then trade and 
services. Based on the high value of investment or investment both foreign and domestic 
which is quite high in Sukoharjo, this is a means of supporting a good economy in Sukoharjo 
Regency. In addition there must be good coordination between the Investment Service and 
the One Door Licensing (DPMPTSP) Sukoharjo, BKPM, and also the Regional Government. 
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Based on this, there is a need for regulatory synergy in the implementation of investment in 
Sukoharjo District in creating legal certainty in investing in Sukoharjo. Then the problem can 
be formulated as follows: 1. What is the policy of the Sukoharjo Regency government in 
regulating investment in Sukoharjo? 2. What are the procedures for investment by investors 
and obstacles found in their implementation in Sukoharjo's Investment and One-Stop Service 
(DPMPT)? In this study the author uses an empirical approach by taking location in the 
Sukoharjo Investment and One-Stop Service (DPMPT). The results of the study and 
discussion stated that in carrying out PTSP, Sukoharjo Regent gave delegation of authority to 
grant permits and non-licensing on government affairs in the field of investment which 
became the authority of the Region to the SKPD in charge. With the existence of the 
Sukoharjo Regency Regulation No. 5 of 2011 concerning Investment that in the investment in 
Sukoharjo recorded total investment realization from PMDN over the past 3 years has 
reached Rp. 7 trillion and non-facility Rp. 26 trillion since 2016 up to now, with the number 
of investors has registered as many as 5,174 investors, where in 2016 Sukoharjo was still 
ranked 2nd for investment. The implementation of the Investment Law in Sukoharjo can be 
seen from the following 2 companies: (1) PT. Rahmat Islam Sejahtera. PT Rahmat Islam 
Sejahtera in this case is included in companies that conduct PMDN (Domestic Investment) 
and also CV Tiga Jaya Mandiri. 
 




Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi dan pasar bebas. Negara dalam era 
ekonomi global, ibarat sebuah perusahaan publik yang dimiliki oleh pemegang saham 
dimanapun ia berada. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan 
tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan 
dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung 
jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti 
pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan 
perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam 
suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.1  
Pada dasarnya, investasi modal merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 
ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya 
investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial assets dan investasi 
pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya 
berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. 
Atau yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan 
                                                 
1 Rochani Urip Salami, “Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 
No.3, (September, 2011), hlm. 440 
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lainnya. Sedangkan investasi pada real assets diwujudkan dalam bentuk pembelian 
asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan 
dan lainnya.2 Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan investasi 
pada real assets atau investasi modal yang dilakukan pada lembaga atau instansi yang 
memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai 
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 
satu tempat.  
 Salah satu daerah yang mengalami peningkatan investasi dari tahun per tahun 
adalah di kawasan Sukoharjo. Memasuki tri wulan pertama tahun 2017, nilai investasi 
di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan signifikan. Total akumulasi investasi 
yang sudah masuk sampai saat ini, tercatat mencapai puluhan triliun. Kepala Bidang 
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) 
Sukoharjo, Hartati mengatakan pihaknya dalam mempromosikan Kabupaten Sukoharjo 
sebagai ladang investasi selalu mengedepankan kepastian hukum, keamanan, dan 
jaminan keuntungan.3 
Tercatat pada tahun 2016, investasi yang masuk di Sukoharjo sebanyak Rp 3,7 
triliun. Melihat realisasi investasi yang mengalami trend positif, maka untuk tahun 
2017, pihaknya menargetkan investasi yang masuk di Kabupaten Jamu di angka Rp. 3,9 
triliun. Investasi terbesar masih berada pada sektor industri, kemudian perdagangan, 
dan jasa. Untuk saat ini, penanaman investasi sudah terkoneksi dengan BKPM (Badan 
Koordinasi Penanaman Modal).4 
Hartati memperinci realisasi investasi yang terdiri dari penanaman modal asing 
(PMA) senilai US$785.333.118, penanaman modal dalam negeri senilai Rp 7 triliun 
dan nonfasilitas senilai Rp 26 triliun. Saat ini, para calon investor mulai tertarik pada 
zona industri di Kecamatan Nguter  yang akan diperluas ke wilayah Bendosari dan 
Polokarto. Perluasan lahan zona industri Nguter menunggu pengesahan revisi Perda 
RTRW yang tengah dibuat pemerintah pusat.5 
Berdasarkan tingginya nilai investasi atau penanaman modal baik asing maupun 
dalam negeri yang cukup tinggi di Sukoharjo, maka hal ini merupakan sarana dalam 
menunjang perekonomian yang baik di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu harus ada 
                                                 
2 Abdul Hakim, 2003, Analisis Investasi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 2 
3 Sorotsukoharjo.com, Rabu 12 April 2017 13:35 WIB, Nilai Investasi di Kabupaten Sukoharjo Capai Rp 41,8 
Triliun, dalam http://www.sorotsukoharjo.com , diunduh Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 10:10 
4 Ibid. 
5 Solopos.com, Selasa 22 Agustus 2017 19:15 WIB, Investasi Masuk Sukoharjo Tembus Rp 43 Triliun, dalam 
http://www.aolopos.com , diunduh Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 10:10 
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koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu 
(DPMPTSP) Sukoharjo, BKPM, dan juga Pemerintah Daerah. Diatur di dalam Pasal 11 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011, diatur dalam ayat (1) 
bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh PT, CV, Firma, Koperasi, 
BUMN, BUMD dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perorangan dan 
juga dalam ayat (2) bahwa Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh WNA dan 
atau badan  hukum asing dan atau penanam modal asing yang patungan dengan WNI 
dan atau badan hukum indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada sinergi 
regulasi dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo dalam 
menciptakan kepastian hukum berinvestasi di Sukoharjo.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengatur 
penanaman modal di Sukoharjo? 2. Bagaimana tata cara penanaman modal oleh 
investor dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo? 
 
2. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian yang 
digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan  permasalahan yang dikaji dengan 
melakukan  penelitian data primer di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan 
penelitian yang bertitik tolak dari data primer yakni data yang langsung diperoleh dari 
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan 
data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan 
(observasi) wawancara ataupun penyebaran kuesioner.6 Dalam penelitian ini penulis 
mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPT) Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data 
di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yakni meneliti pelaksanaan dan 
hambatan yang ditemukan dalam proses penanaman modal oleh investor di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo. Data yang 
disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. 
Adapun penjelasannya sebagai berikut data primer yaitu data yang diperoleh berupa 
fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil 
                                                 
6 Suratman dan Philips, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 53 
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wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo. Data sekunder adalah data 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan 
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam 
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah  Undang-Undang Nomor 25 
tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman 
Modal di Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 tahun 2016 
tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel pada Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kepustakaan juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung 
di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara 
dan observasi (pengamatan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPT) Sukoharjo. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan UU Penanaman Modal dalam Mengatur Penanaman Modal di Sukoharjo  
Salah satu daerah yang mengalami peningkatan investasi dari tahun per tahun adalah di 
kawasan Sukoharjo. Memasuki tri wulan pertama tahun 2017, nilai investasi di 
Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan signifikan. Total akumulasi investasi yang 
sudah masuk sampai saat ini, tercatat mencapai puluhan triliun. Kepala Bidang 
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) 
Sukoharjo, Hartati mengatakan pihaknya dalam mempromosikan Kabupaten Sukoharjo 
sebagai ladang investasi selalu mengedepankan kepastian hukum, keamanan, dan 
jaminan keuntungan.7 
Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Hartati mengungkapkan dalam rancangan 
RUPM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 mematok target investasi yang 
masuk sebesar 3,73 triliun. Untuk investasi di Kabupetan Sukoharjo saat ini, yang 
tertinggi ada di tiga kecamatan yang memang diproyeksikan menjadi zona peruntukkan 
industri yakni Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Nguter. 
Sebelumnya Hartati menyampaikan bahwa tingkat investasi di Kabupaten Sukoharjo 
                                                 
7 Sorotsukoharjo.com, Rabu 12 April 2017 13:35 WIB, Nilai Investasi di Kabupaten Sukoharjo Capai Rp 41,8 
Triliun, dalam http://www.sorotsukoharjo.com , diunduh Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 10:10 
6 
 
yang sudah bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
menempati peringkat pertama di Jawa Tengah.8  
Berdasarkan tingginya nilai investasi atau penanaman modal baik asing maupun 
dalam negeri yang cukup tinggi di Sukoharjo, maka hal ini merupakan sarana dalam 
menunjang perekonomian yang baik di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di 
Sukoharjo, bahwa pelaksanaan UU Penanaman Modal dengan kegiatan berinvestasi di 
Sukoharjo telah sesuai dilakukan, bahwa kebijakan penanaman modal di Sukoharjo 
ditinjau dari tolok ukur UU Penanaman Modal , Peraturan BKPM No. 13-17 tahun 
2015 Perka No. 13, sekarang diubah dengan Perka No. 14 tentang Izin Prinsip, 
Peraturan Kepala BKPM No. 15 tentang Izin Usaha.9 Selain itu mengenai tata cara 
penanaman modal telah mengacu pada Perka No. 14. Bahwa tata caranya yang utama, 
adalah perusahaan harus mempunyai izin prinsip penanaman modal baru mengadakan 
izin lainnya, seperti izin HO dan lain-lain. Untuk PMA, pendaftaran ke BKPM RI 
sementara untuk PMA belum diserahkan pendaftarannya ke Kabupaten Sukoharjo.10 
Sehingga Dinas tetap menjalankan sesuai peraturan yang ada yakni mengacu pada 
Perka No. 14 tahun 2017. Untuk peraturan No. 16 tentang fasilitas diubah dengan perka 
BKPM No. 13 tahun 2017. Untuk target investasi Dinas memiliki dua acuan, dari 
BKPM memberikan target untuk Sukoharjo. Untuk Sukoharjo, target 1,3 triliun, 
rencana penanaman modal dan investasi di Sukoharjo Dinas tetap memasang target dan 
acuan yang jelas dari BKPM. Untuk BKPM mengambil dari izin stocklist yang sudah 
ada. Untuk PMDN bisa sampai 5 tahun terealisasi.”11  
Mengenai salah satu perusahaan yang berkembang di Sukoharjo yakni PT. Rahmat 
Islam Sejahtera. Sejarah perkembangan perusahaan tersebut adalah didasarkan pada 
kemaslahatan umat berorientasi ke PT Tbk yang terbuka. Namun di dalam 
perjalanannya Tbk mempunyai persayaratan khusus, yakni minimal modal sebesar 3 
milyar dan anggota pemegang saham atau pemilik saham minimal 300 orang. 
Berhubung kami anggotanya hanya 250 orang dan modal yang disetor kurang lebih 1,6 
milyar, jadi perusahaan tidak masuk ke Tbk. akhirnya hanya PT biasa.12 
                                                 
8 Ibid. 
9 Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di Kabupaten 
Sukoharjo 
10 Ibid. 
11 Ibid.  
12 Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Agus, direktur PT. Rahmat Islam Sejahtera di Sukoharjo  
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Pembagian dividen kepada para pemegang saham dengan asumsi penghitungan 
dilakukan dengan dasar per saham per satu juta. Jadi kalau sudah ada sekitar 250 orang 
anggota, berarti 1,6 milyar sahamnya sudah 160. Dividen dibagi, ada  pengaturan 
penghasilan dari PT, yang 30% untuk, yang 70% masuk ke kas PT. Dari 70%, yang 
40% masuk ke deviden, yang 30% masuk ke kas. Pengaturan dividen, misalkan dalam 
satu tahun diselenggarakan RUPS, disitu ada ditampilkan catatan keuangan.13 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, PT Rahmat Islam Sejahtera dalam hal ini 
merupakan termasuk dalam perusahaan yang melakukan PMDN (Penanaman Modal 
Dalam Negeri), hal ini berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 44 tahun 2016 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa bidang usaha yang 
terbuka adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi 
barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi yang dilakukan tanpa persyaratan dalam 
rangka Penanaman modal dan juga berdasarkan Pasal 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa Perseroan merupakan badan hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya. Selain itu PT. Rahmat Islam Sejahtera termasuk dalam Penanam 
Modal dalam Negeri sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo 
yang menyatakan bahwa Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga 
Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah 
yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 
Pelaksanaan Penanaman Modal dalam PT. Rahmat Islam Sejahtera telah sesuai 
dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo. Dalam pelaksanaan PMDN oleh PT. 
Rahmat Islam Sejahtera juga sesuai dengan Pasal 11  ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten 
Sukoharjo  dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo serta Pasal 12 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman 




Modal di Kabupaten Sukoharjo. Jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah di 
Sukoharjo yang mengatur mengenai penanaman modal, pelaksanaan penanaman modal 
dalam negeri oleh PT. Rahmat Islam Sejahtera juga telah sesuai dengan Pasal 16, Pasal 
17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo mengenai Hak, Kewajiban, dan Tanggung 
Jawab Penanam Modal.  
Berdasarkan Pasal 12 terkait bidang usaha UU Penanaman Modal Nomor 25 tahun 
2007, PT. Rahmat Islam Sejahtera termasuk dalam bidang usaha atau jenis usaha 
terbuka dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Selain itu berdasarkan Pasal 5 
UU Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 termasuk dalam kategori melakukan 
penanaman modal dalam negeri dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan 
hukum yakni badan hukum Perseroan Terbatas, dimana penanaman modal dalam negeri  
dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, melakukan 
pembelian saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan berdasarkan 
Pasal 25 UU Penanaman Modal, bahwa PT. Rahmat Islam Sejahtera dalam melakukan 
kegiatan usaha berkaitan dengan pengesahan pendirian dan perizinannya diperoleh dari 
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di Sukoharjo dan berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah Sukoharjo. PT. Rahmat Islam Sejahtera juga sebagai kategori jenis 
bidang usaha terbuka dalam bidang pekerjaan umum sesuai  dengan Perpres Nomor 39 
tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 
Sementara perusahaan lain yang cukup berkembang di Sukoharjo adalah CV Tiga 
Jaya Mandiri. CV Tiga Jaya Mandiri berdiri dikarenakan tuntutan pekerjaan, ketika ada 
penawaran pekerjaan kegiatan tersebut membutuhkan perusahaan yang berbadan 
hukum, akhirnya pengurus sepakat untuk mencari partner kerja, kemudian pengurus 
mendaftar ke notaris nama CV.14  
Proses penanaman modal di CV tersebut, jadi ketika pihak pengurus mendaftar di 
notaris, kemudian keluar akta pendirian CV yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo 
dengan nama CV Tiga Jaya Mandiri dengan pengurusnya 2 orang, disahkan di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo. Ketika pengesahannya sudah keluar, kemudian pengurus 
membuat izin operasional CV yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP  
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(Tanda Daftar Perusahaan). Surat izin tersebut yang akan pengurus gunakan untuk 
membuat penawaran pekerjaan, mungkin lelang dan lain-lain.15 
CV ini sudah bergerak tahun 2013 jadi sudah 5 tahun perkembangannya sangat 
bagus, jadi setiap tahun dapat pekerjaan berupa pekerjaan membangun rumah, dari segi 
penghasilan bisa untuk roda perusahaan dan modal perusahaan meningkat dari yang 
darinya 100 juta meningkat menjadi 300 juta.  
Berdasarkan hasil wawancara di atas, CV Tiga Jaya Mandiri dalam hal ini 
merupakan termasuk dalam perusahaan yang melakukan PMDN (Penanaman Modal 
Dalam Negeri), hal ini berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 44 tahun 2016 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa bidang usaha yang 
terbuka adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi 
barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi yang dilakukan tanpa persyaratan dalam 
rangka Penanaman modal dan juga berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang tentang pengertian CV yang didefinisikan sebagai suatu bentuk 
perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia 
memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan 
pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia 
memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang 
diikutsertakan dalam perusahaan itu. Atau merupakan bentuk persekutuan yang 
didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan 
bertanggung jawab terbatas sebesar modal penyertaannya. 
CV Tiga Jaya Mandiri termasuk dalam Penanam Modal dalam Negeri sesuai 
dengan Pasal  1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 
tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo.  
Pelaksanaan penanaman modal dalam CV Tiga Jaya Mandiri jika dikaitkan dengan 
peraturan daerah di Sukoharjo juga telah sesuai dalam Pasal 10 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten 
Sukoharjo. Serta dapat dilihat dalam ketentuan Perda Sukoharjo di dalam Pasal 11  ayat 
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman 
Modal di Kabupaten Sukoharjo dan juga Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo. 




Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri oleh CV Tiga Jaya Mandiri juga telah 
sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo mengenai 
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal.  
Sehingga CV Tiga Jaya Mandiri merupakan PMDN sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 PP 
No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa 
bidang usaha yang terbuka adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk 
memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi yang dilakukan tanpa 
persyaratan dalam rangka Penanaman modal.  
Berdasarkan Pasal 5 UU Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 termasuk dalam 
kategori melakukan penanaman modal dalam negeri dalam bentuk badan usaha yang 
berbentuk badan hukum yakni badan hukum CV dimana penanaman modal dalam 
negeri  dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian CV, melakukan 
pembelian saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
Dalam Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, 
dijelaskan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang tertutup dalam Pasal 1 yang 
diartikan sebagai Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang 
dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Sedangkan dalam Pasal 2 
dijelaskan mengenai Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan yang merupakan 
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal 
dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, 
bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang 
dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan 
perizinan khusus. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa  Penanaman modal pada bidang 
usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus 
memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam hal izin penanaman 
modal sebagaimana dimaksud telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal 
bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar 
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lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal 
harus memenuhi persyaratan lokasi.  
Aspek penanaman modal atau investasi dalam perspektif Islam. Penanaman modal 
atau investasi  merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah māliyah), sehingga 
berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah 
termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000). Selain itu dasar 
hukum investasi ada pada Qs. Al Baqarah (2): 268 yang terjemahannya berbunyi: 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”16 
Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, 
dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya 
di jalan Allah. Orang yang kaya secara financial (keuangan) kemudian menginfakkan 
hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha 
produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang 
miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi.  Sehingga investasi atau 
penanaman modal merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkan 
benih dasarnya sudah ada di dalam Al-Qur’an (QS. al-Baqarah [2]: 268; QS. al-Nisa 
[4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. al-Hasyr [59]: 18) dan 
diperkuat oleh sunnah nabi Muhammad saw. yang pernah menjadi mitra investor 
sekaligus pelaku bisnis. 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut secara keseluruhan menjelaskan bahwa ayat 
tersebut dengan tegas memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan 
ekonomi melalui investasi jangka panjang, kemudian perintah untuk selalu berinvestasi 
dalam bentuk ibadah maupun muamalah maliyah sehingga kegiatannya mengandung 
pahala dan bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut 
merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia kepada Allah dengan mendayagunakan 
harta yang dimiliki dengan cara berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.  
 
                                                 
16 Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” Economica: 
Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.2, (2017), hlm. 344 
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3.2 Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaannya di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo  
Hambatan yang ditemukan dalam proses penanaman modal di Sukoharjo baik untuk 
kabupaten baik tingkat nasional adalah sebagai berikut: (a) Investor yang masuk belum 
tentu dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun merealisasikan investasinya. Jadi kita sudah 
punya stocklist tapi investasi belum masuk; (b) Keengganan dari pengusaha untuk 
melaporkan. Karena kita tidak punya kontak masing-masing. Kalo PMA sudah didata 
belum kita pegang, tapi BKPM sudah memasukkan target yang belum tentu 
terealisasi.17  
Kerja sama investor dengan Pemda Kabupaten Sukoharjo,  lebih lanjut bahwa dari 
Dinas mengadakan beberapa kegiatan: 18 (a) Memfasilitasi kerja sama investasi untuk 
PMA atau PMDN; (b) Kita tidak melupakan UKM, jadi kita berusaha mengangkat 
UKM. Contohnya perusahaan batik kita sandingkan dengan perusahaan pembuat batik. 
Harapannya UKM dapat terangkat, perusahaan bisa sejahtera, sehingga pengangguran 
semakin berkurang dan kesejahteraan masyarakat semakin berkembang; (c) Pemerintah 
mengawasi adanya CSR perusahaan apakah sudah dijalankan atau tidak. 
Mengenai pengawasan Dinas, beliau menjelaskan bahwa bentuk pengawasan Dinas 
Sukoharjo, kita punya tim monitoring dan pelaporan untuk mengawasi dan memantau 
kegiatan investasi di Sukoharjo, yang nantinya akan bekerja sama dengan SKPD SKPD 
terkait, selain itu kita juga punya Tim Percepatan Investasi Berusaha , selain itu kita 
koordinasi dengan lembaga-lembaga untuk mendata ulang.19   
Berdasarkan hal tersebut, bahwa pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten 
Sukoharjo telah sesuai dengan prinsip-prinsip penanaman modal yang diatur di UU 
Penanaman Modal. Bahwa bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia 
berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 25 tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pertama, 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilakukan dalam bentuk badan usaha 
berbadan hukum atau usaha perseorangan; kedua, Penanaman Modal Asing (PMA), 
dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, dan ketiga, Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbentuk Perseroan 
Terbatas (PT) dilakukan dengan pengambilalihan bagian saham pada saat pendirian 
                                                 






perseroan terbatas, membeli saham atau melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.20 
Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya memperoleh 
fasilitas fiskal dan atau dalam pelaksanaan penanaman modal memerlukan fasilitas 
fiskal, diwajibkan memiliki izin prinsip. Perusahaan penanaman modal dalam negeri 
yang bidang usahanya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki izin 
prinsip, tetapi di dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 
2009, pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modal diwajibkan memiliki:21 (a) 
Akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau KTP bagi perusahaan perorangan dan; 
(b) NPWP. Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak 
memperoleh fasilitas fiskal dan atau pelaksanaan penanaman modalnya tidak 
memerlukan fasilitas fiskal, dapat melakukan pendaftaran apabila diperlukan dalam 
pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya. Penanam modal dalam negeri 
dapat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal yang merupakan bentuk 
persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal baik 
secara manual ataupun melalui SPIPISE, kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau 
PTSR PDKPM sesuai wewenangnya.22 
Perusahaan penanaman modal yang telah siap melakukan kegiatan atau 
berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada PTSP 
BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSR PDKPM sesuai wewenangnya. Peraturan Kepala 
BKPM Nomor 12 tahun 2009 Pasal 44 ayat (3) menetapkan perusahaan penanaman 
modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki pendaftaran 
penanaman modal diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha pada saat melakukan 
produksi komersial. Izin usahanya berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan 
kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 
Pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal diatur dalam Peraturan Kepala 
BKPM Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara permohonan penanaman 
modal sehingga setiap penanam modal dapat mengikuti alur dan petunjuk yang telah 
ditetapkan. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan penanaman modal dalam negeri 
telah tercantum secara jelas dan transparan dalam Peraturan Kepala BKPM tersebut.23 
                                                 
20 Rochani Urip, “Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No.3, 
(September, 2011), hlm. 442 
21 Lusiana, 2012,Usaha Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,  hlm. 59 
22 Ibid., hlm. 60 
23 Ibid., hlm. 61 
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Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penanaman modal di 
Kabupaten Sukoharjo, maka DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo mempunyai 
penanggulangan berupa peningkatan pengawasan tim monitoring dalam melakukan 
pencapai realisasi yang telah dibuat dan melakukan penyesuaian pendataan investasi 
yang telah dilakukan di Sukoharjo. Hal ini dalam upaya meningkatkan pengawasan dan 
memantau kegiatan investasi di Sukoharjo, yang nantinya akan bekerja sama dengan 
SKPD SKPD terkait, dan juga peningkatan koordinassi dengan UKM-UKM dan 
lembaga-lembaga BKPM yang terkait.  
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 
tentang Penanaman Modal dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
kemudian Perpres No. 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal, membuat Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal, yang memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
berdasarkan Pasal 20 Perda No. 5 tahun 2011, bahwa Bupati Sukoharjo 
memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas 
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan 
Daerah kepada Serikat Kerja Perangkat Daerah yang membidanginya.  
Dengan adanya Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal bahwa dalam penanaman modal di Sukoharjo tercatat pada 
tahun 2016 investasi yang masuk di Sukoharjo sebanyak Rp 3,7 triliun, melihat 
realisasi investasi yang mengalami tren positif, pemerintah menargetkan investasi 
yang masuk di Sukoharjo ini dengan angka Rp 3,9 triliun pada tahun berikutnya, 
namun setelah diperinci realisasi investasi total dari PMDN selama 3 tahun terakhir 
sudah mencapai Rp 7 triliun dan non fasilitas Rp 26 triliun terhitung sejak tahun 
2016 hingga sekarang, dengan jumlah investor yang telah mendaftar sebanyak 
5.174 investor, dimana pada tahun 2016 Sukoharjo masih menduduki peringkat ke-
2 untuk investasi. Banyaknya investor yang menanam investasi di Sukoharjo 
terjadi karena sejumlah faktor, salah satunya kemudahan investasi yang disediakan 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selain itu didukung juga dengan ketersediaan 
sumber daya alam (SDA) khususnya lahan untuk membangun tempat usaha.  
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Pelaksanaan UU Penanaman Modal di Sukoharjo dapat dilihat dari 2 
perusahaan berikut: (a) PT. Rahmat Islam Sejahtera; PT Rahmat Islam Sejahtera 
dalam hal ini merupakan termasuk dalam perusahaan yang melakukan PMDN 
(Penanaman Modal Dalam Negeri). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal PT. Rahmat 
Islam Sejahtera juga sebagai kategori jenis bidang usaha terbuka dalam bidang 
pekerjaan umum; dan  (b) CV Tiga Jaya Mandiri; CV Tiga Jaya Mandiri dalam hal 
ini merupakan termasuk dalam perusahaan yang melakukan PMDN (Penanaman 
Modal Dalam Negeri) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Selain itu CV Tiga Jaya Mandiri 
juga sebagai kategori jenis bidang usaha terbuka dalam bidang pekerjaan umum. 
Kedua. Hambatan yang ditemukan dalam proses penanaman modal di 
Sukoharjo baik untuk kabupaten baik tingkat nasional adalah sebagai berikut: (a) 
Investor yang masuk belum tentu dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun 
merealisasikan investasinya. Jadi sudah punya stocklist tapi investasi belum 
masuk; (b) Keengganan dari pengusaha untuk melaporkan. Karena kita tidak punya 
kontak masing-masing. Kalo PMA sudah didata belum kita pegang, tapi BKPM 
sudah memasukkan target yang belum tentu terealisasi. Berdasarkan kendala yang 
ditemukan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo, maka 
DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo mempunyai penanggulangan berupa peningkatan 
pengawasan tim monitoring dalam melakukan pencapai realisasi yang telah dibuat 
dan melakukan penyesuaian pendataan investasi yang telah dilakukan di 
Sukoharjo. Hal ini dalam upaya meningkatkan pengawasan dan memantau 
kegiatan investasi di Sukoharjo, yang nantinya akan bekerja sama dengan SKPD 
SKPD terkait, dan juga peningkatan koordinassi dengan UKM-UKM dan lembaga-
lembaga BKPM yang terkait.  
4.2 Saran 
Pertama. Kepada pemerintah daerah Sukoharjo, seharusnya koordinasi antara 
Pemerintah Daerah Sukoharjo, Bupati Sukoharjo, dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sukoharjo serta perusahaan-perusahaan yang 
melakukan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing harus lebih 
ditingkatkan sehingga pelayanannya lebih maksimal dan pelaksanaan UU 
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Penanaman Modal menjadi lebih baik untuk iklim beriventasi pelaku usaha baik 
perseorangan maupun yang berbadan hukum.  
Kedua. Kepada DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, seharusnya lebih 
meningkatkan pengawasan dan penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan 
penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan, dan dapat mencapai target-
target investasi yang telah dibuat dan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga 
BKPM terkait agar target investasi dan penanaman modal di daerah Sukoharjo 
menjadi lebih baik.   
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